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Abstract: Tax Planning that part of the management of taxation in the tax-saving strategy.  Tax Planning is done by utilizing the exemptions permitted by the Income Tax UU  No. 36 of 2008 on Income Tax, so that tax planning does not lead to tax evasion.  One way of management of taxation (tax planning) this is to make the transition status of the business of taxpayer specific individual entrepreneurs to WP Agency.  The data obtained is a data summary report profit / loss is taken from the 5  samples of respondents, further quantitative analysis of the income / loss is done by using tariff rates tax income individual versus individual agency. The results of this study indicate that the presence of a positive and significant influence of load efficiency of tax payable when the made ​​the transition from the status of efforts to WP WPOPPT Agency, where the total efficiency of the tax burden payable from 5 respondents amounted to Rp. 10,210,000, - as well as the abolition of the payment obligations of article 25 pph (0.75% of Gross Income).
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Abstrak: Tax Planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan dalam menyusun strategi penghematan pajak.  Tax Planning dilakukan dengan cara memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diijinkan oleh Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008  tentang PPh sehingga perencanaan pajak tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak. Salah satu cara dari manajemen perpajakan ini yaitu dengan melakukan transisi status usaha dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ke WP Badan.  Data yang didapat merupakan data ringkasan laporan laba/rugi yang diambil dari 5  sampel responden, selanjutnya analisis kuantitatif atas laporan laba/rugi tersebut dilakukan dengan menggunakan tarif pph orang pribadi versus tarif pph badan.  Hasil pebelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan berupa efisiensi beban pajak yang terutang apabila dilakukan transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan, dimana total efisiensi beban pajak terutang dari 5 responden tersebut adalah sebesar Rp. 10.210.000,- serta dihapuskannya kewajiban pembayaran pph pasal 25(0,75% dari Peredaran bruto). 
Kata kunci: tax planning, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, WP Badan
I. PENDAHULUAN

 Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, antara lain adalah penerimaan pajak. 


Pengertian Pajak menurut Prof. Dr P. J. A. Andriani dalam bukunya Zain (2007: 10) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak semakin memiliki peranan yang besar dalam menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran rutin dan apabila masih terdapat sisa digunakan untuk pembangunan.

Oleh karena itu, Wajib Pajak orang pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) perlu memahami ketentuan perpajakan terutama Pajak Penghasilan (PPh).  Pajak Penghasilan (PPh) WP OP merupakan Pajak yang dipungut atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, sedangkan Pajak Penghasilan WP Badan  merupakan Pajak yang dipungut atas laba usaha suatu perusahaan pada satu periode tertentu.  Masalah yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan adalah  keharusan dalam membayar pajak yang tidak sedikit, apalagi kewajiban pajak yang besar untuk disetorkan ke kas negara,  bagi WP OP  yang memiliki lebih dari satu cabang usaha/ tempat usaha perdagangan yang biasa disebut                   WP OPPT.  

Walaupun pajak mempunyai pengaruh dalam aspek kehidupan dan keputusan bisnis, bukan berarti pajak tidak dapat dikendalikan. Jadi diperlukan perencanaan pajak untuk mengendalikan jumlah pajak yang ditransfer kepemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Perencanaan pajak  (tax planning) adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Dari penelitian tersebut diketahui jenis tindakan penghematan pajak. 
Definisi Perencanaan Pajak (dalam bukunya Suandy (2011:7):

1. Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods (Crumbley D. Larry, Friedman Jack P., Andreas Susan B., 1994)

2. Tax Planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability (Lyons Susan M., 1996) 

Mohammad Zain (2007 : 43) mendefinisikan bahwa : Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga uatang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.
Pajak Penghasilan (PPh)  merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih yang diperoleh pada satu periode, sehingga baik Wajib Pajak Orang Pribadi , Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau Wajib Pajak Badan perlu melakukan suatu upaya untuk mengefisiensikan beban pajak yang dibayar setiap bulan (masa) ataupun pada akhir tahun sehingga dapat mengoptimalkan laba usaha yang diperoleh, tentunya tetap menempuh jalur yang benar  serta masih dalam kepatuhan sesuai dengan peraturan perpajakan  berlaku.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu dengan melakukan transisi/ peralihan identitas atau status usaha yang telah dijalankan antara lain transisi/ peralihan identitas atau status usaha dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) menjadi Wajib Pajak Badan.
Jika tujuan dari pada perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang – undang. Maka perencanaan pajak secara hakikat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik yang dibagikan kepada pemegang saham  dan untuk diinvestasikan kembali.


Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah: Apakah ada pengaruh manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan?.
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan.
Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini  adalah: 1) Bagi Praktisi, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk melihat pengaruh manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, 2) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada akademisi dalam menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan dalam meminimalkan beban pajak penghasilan,                    3) Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih lanjut dalam perancangan manajemen perpajakan (tax planning) guna meminimalkan beban pajak terutang terutama melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan.
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 MANAJEMEN PAJAK
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun oerlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut. 

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lambantoruan, 1996).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Menerapkan peraturan perpajakan  secara benar.

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Pajak itu melihat pada subjek yang sudah terbebani sebagai wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan sejak awal, misalnya perusahaan baru berdiri, kemudian mulai berjalan, dan tidak lama bubar. Jadi walaupun sudah bubar, pajaknya belum selesai. Maka planning-nya dilakukan sepanjang usia perusahaan. Jadi sejak saat berdiri, aktivitas manajemen sudah dimulai, banyak sekali tax management yang harus dilaksanakan. Pada saat perusahaan bubar atau pada saat WP orang pribadi meninggal, masalah masih ada. Jadi pajak tidak habis karena WP meninggal, karena warisan-warisan ini oleh fiskus masih diotak-atik. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas : 
1. Perencanaan pajak (Tax Planning);

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (Tax Implementation);

3. Pengendalian pajak (Tax Control).

2.2 FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PERPAJAKAN

Fungsi-fungsi manajemen perpajakan menurut Pohan (2013:13) adalah:
1. Tax Planning

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benaar efisien. 

Tujuan utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal. Dalam tax planning ada tiga cara mendapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni :

a. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
b. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak)
c. Tax Saving (Penghematan Pajak) 

Kalau tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. 

Tax Evasion adalah kebalikan dari Tax Avoidance, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tidak pidana fiskal atau kriminil. Oleh sebab itu, seorang tax planner yang baik tidak direkomendasikan tax evasion. 

Lain halnya dengan tax saving yang tidak lain merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. Tax Administration / Tax Compliance  

Tax Administration / tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara mengitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. Tax Audit
Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.
4. Other Tax Matters
Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan system dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax (PPh Ps.23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek withholding tax lainnya, juga termasuk latihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya

2.3 MOTIVASI PERENCANAAN PAJAK

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal, yang kita sebut dengan propensity of dishonesty (diolah dari T.N 1973: 339-346) dalam bukunya Pohan (2013:18) adalah sbb:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya (compliance cost) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

5. Biaya untuk negoisiasi (Cost of bribe)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
6. Risiko deteksi (probability of detection)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan  ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderuung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

7. Besarnya denda (Size of penalty)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung akan menanjak posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan saksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

8. Moral Masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2.4 MANFAAT PERENCANAAN PAJAK
Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat (Pohan (2013:20)) :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.5 TUJUAN PERENCANAAN PAJAK

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak / perencanaan pajak yang baik adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan peraturan perpajakan.

2. Memaksimalkan laba setelah pajak.

3. Meminimalkan terjadinnya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi :

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.6 Persyaratan Tax Planning Yang Baik
Tax Management / Tax Planning yang baik mensyaratkan beberapa hal:
1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan tax evasion.

2. Secara bisnis masuk akal (reasonable).
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standar arm’s length price,atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak invoice, faktur pajak, PO, dan DO).

Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak dengan pihak ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (delivery order), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (general ledger).

2.7 Strategi Tax Planning
1. Jurus Tax Planning
Seperti pada banyak kasus perpajakan yang terjadi belakangan ini, ada empat modus yang digunakan wajib pajak dalam menyusun perencanaan pembayaran pajaknya. Sayangnya sebagian dilakukan dengan cara illegal (tax evasion), dengan prinsip:

a. Kalau bisa tidak membayar pajak sama sekali. Walaupun cara ini tidak melanggar UU Perpajakan, cara ini tidak direkomendasikan Negara karena sebagai warga Negara yang baik kita harus memahami bahwa Negara kita sedang membutuhkan dana dari setoran pajak untuk membiayai kelangsungan pembangunan.
b. Kalau tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, mereka akan mengurangi pembayaran pajaknyya dengan tidak melanggar UU Perpajakan. Umumnya mereka memanfaatkan grea area ketentuan perpajakan.

c. Kalau bias digeser waktunya. Daripada bayar sekarang, lebih baik membayar tahun depan (forward shifting), jadi bunga uangnya bias mereka nikmati.

d. Kalau ketiga-tiganya tidak ketemu, baru membayar pajak.

2. Secara Umum Konsepsi Tax Planning Diberikan Paling Kurang Pada Tujuh Situasi:
a. Pada saat mempertimbangkan bentuk usaha sebelum dimulai.

Beda firma dengan PT :

1. Pada PT, laba setelah pajak dibagi kepada para pemegang saham, WPOP harus membayar pajak dividen. Beda dengan firma yang tidak perlu membayar pajak dividen. 

Pasal 4 ayat 3 huruf I dan penjelasannya, menyebutkan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer (yang modal tidak terbagi atau saham), perkutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenakan pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi objek pajak.o  
b. Mempertimbangkan kembali struktur usaha.

c. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (merger/akuisisi)

d. Apabila perusahaan mempertimbangkan suatu transaksi/proyek/perolehan asets dalam rangka meminimalkan beban pajak.

e. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) yang cukup besar dalam satu tahun, maka dia akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak.

f. Apabila terjadi perubahan keadaan individu WP (pension, perkawinan, pisah).

g. Apabila perusahaan/orang pribadi akan menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau orang meninggal dunia.  

b. Tax Planning yang masih berlaku
Beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat tax planning perusahaan:

· Maksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

· Merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung.

· Menunda penghasilan
· Percepat pembebanan biaya

· Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan.

· Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri
3. METODOLOGI  PENELITIAN

2.1 Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada satu  jenis usaha yaitu dibidang apotek dalam menyediakan berbagai macam obat-obatan khususnya apotek yang berstatus wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WPOPPT) dan diambil 5 (lima) responden yang tercatat di beberapa kantor pelayanan pajak yang ada di Palembang. 
2.2  Kerangka Penelitian
Penelitian ini bersifat komparatif yaitu meneliti pengaruh besarnya pajak yang terutang setalah dilakukan merode dalam manajemen perpajakan melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan.  Adapun kerangka penelitiannya seperti gambar di bawah ini: 
Gambar 1 : Paradigma Penelitian
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Sumber : data diolah
2.3 Desain Proses Analisis
Proses Analisis dimulai dengan analisis  deskriptif kualitatif, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisis data kuantitatif terhadap laporan keuangan (laba/rugi), yang selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang dari status WPOPPT dan WP Badan dengan acuan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, untum menarik kesimpulan atas studi kasus ini.
2.4 Operasionalisasi Variabel
Untuk pengukuran dalam penelitian ini akan digunakan alat ukur atau instrumen penelitian yang disusun berdasarkan dimensi , faktor dan indikator dari masing-masing variabel. Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah: 1) Variabel Independen, Variabel independen dalam penelitian ini adalah PPh WPOPPT (X1), PPh WP Badan (X2) 2)Variabel Dependen, Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah variabel meminimalkan beban pajak (Y).
Adapun dimensi bagi masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 1) Indikator Variabel Independen PPh WPOPPT (X1)  dan WP Badan (X2), (lap laba/rugi, UU No. 36 Tahun 2008), 2) Indikator beban pajak penghasilan (Y) yaitu perbandingan/ komparatif antara besarnya pajak penghasilan terutang oleh WPOPPT dan WP Badan.
2.5 Sumber dan Pengumpulan Data

Data akan diperoleh dengan wawancara singkat terhadap wajib pajak yang berstatus WPOPPT terutama mengenai gambaran umum hasil usaha untuk periode tahun 2010, yang diambil sampel penelitian yaitu 5 (lima) responden WPOPPT yang ada di Palembang dengan jenis usaha yang sama yaitu apotek.
2.6 Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data kuantitatif yang selanjutnya membandingkan seberapa besar beban pajak penghasilan pada status WPOPPT dan WP Badan.  Dengan asumsi laporan keuangan yang digunakan sama serta mengadopsi Undang-undang Perpajakan PPh No.36 Tahun 2008 sesuai dengan metode perhitungan WP OPPT dan WP Badan.
4. HASIL
3.1 Deskripsi
Variabel Penelitian ini terdiri dari                  1) variabel independen dalam penelitian ini adalah PPh WPOPPT (X1), PPh WP Badan (X2) 2) variabel dependen,variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel meminimalkan beban pajak (Y).  Berikut tarif pajak penghasilan yang digunakan dalam analisis.
Tabel 1 : Tarif Pajak
	No
	Perseorangan
	Badan

	
	Batasan PKP
	% Tarif PPh Progresif
	Batasan Peredaran Bruto
	% Tarif Tetap

	1

2

3

4
	s.d 50 juta

Lebih 50 Jt s.d 250 Jt

Lebih 250 Jt s.d 500 Jt

Lebih dari 500 JT
	5%

15%

25%

35%
	s.d 4,8 M

4,8 M s.d 50M

Lebih 50 M


	12,5%

25%-12,5%(4,8/PB)

25%




Sumber: UU No.36 Tahun 2008
3.2 Perhitungan beban pajak status usaha WPOPPT dan WP Badan.
Saat ini, pada periode 2011 tahun pajak banyak usaha yang berstatus WPOPPT khususnya di kota Palembang ini, tercatat lebih dari 200 jenis WPOPPT yang tercatat di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Palembang, berikut sebagai sampel  laporan laba/rugi 5 responden apotek yang ada di Palembang tahun 2010. 
Gambar 2 : data responden
4 
Sumber: data diolah
Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2010, rata-rata wajib pajak yang berstatus WPOPPT memiliki data penjualan rata-rata diatas 30 Milyar pertahun, dengan kisaran laba bersih sebesar 5% pertahun, sehingga laba bersih yang diperoleh cukup besar layaknya wajib pajak berstatus badan usaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 255/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan WP OPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha,  kemudian WP OPPT ini Peraturan Menteri Keuangan diperluas lagi dalam Peraturan Dirjen Pajak No.32/PJ/2010 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PMK diatas, yang dimaksud dengan Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran dan/ atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha.

3.2.1 Komponen Perhitungan laba rugi
 terhadap 5 responden WPOPPT
Tabel 2 : Laporan L/R awal




          (dalam jutaan rp)
	Res-
	Sales
	HPP
	GP
	OE
	NP

	A
	37000
	32190
	4810
	3955
	855

	B
	29275
	25469
	3806
	3047
	759

	C
	31025
	26992
	4033
	3110
	923

	D
	38800
	33756
	5044
	4327
	717

	E
	32412
	28198
	4214
	3412
	802


Sumber: data diolah
Dimana:
GP: Gross Profit/ Laba Bruto

OE: Operasional expense/ Biaya Ops.

NP: Net Profit/ Laba Bersih
Dalam melakukan analisis kuantitatif atas laporan keuangan laba/rugi tersebut menyangkut perhitungan besarnya pajak terutang atas status WPOPPT dan WP Badan tidak dilakukan koreksi fiskal dengan anggapan bahwa seluruh komponen baik pendapatan maupun biaya-biaya yang terkait selama periode tahun pajak 2010 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni untuk pendapatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh Tahun 2008, dan biaya-biaya yang dikeluarkan pun telah sesuai dengan                             pasal 6 ayat 1 UU PPh Tahun 2008.
3.2.2 Komponen Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT dengan tarif perorangan
Tabel 3 : Perhitungan PPh WWOPPT




          (dalam jutaan rp)
	R
	NP
	PTKP K3
	PKP
	Pajak Terutang
	Total PPh

	
	
	
	
	L1
	L2
	L3
	L4
	

	A
	855
	21,20
	833,80
	2,5
	30
	62,5
	100,14
	195,14

	B
	759
	21,20
	737,80
	2,5
	30
	62,5
	71,34
	166,34

	C
	923
	21,20
	901,80
	2,5
	30
	62,5
	120,54
	215,54

	D
	717
	21,20
	695,80
	2,5
	30
	62,5
	58,74
	153,74

	E
	802
	21,20
	780,80
	2,5
	30
	62,5
	84,24
	179,24


Sumber: data diolah
Dimana:
PTKP k/3: Kawin/ tangg-3

PKP: Penghasilan Kena Pajak 
L1: Lapisan 1 0jt s.d 50jt (5%)

L2: Lapisan 2 50jt s.d 250jt (15%)
L3: Lapisan 3 250 s.d 500jt (25%)

L4: Lapisan 4 >500jt (30%)
Selain total pph tersebut sebelumnya WPOPPT wajib menyetorkan ke kas negara PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari Peredaran Bruto.
3.2.3 Komponen Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT dengan tarif WP Badan.
Tabel 4 : Perhitungan PPh Wajib Pajak badan




          (dalam jutaan rp)
	R
	Sales
	NP
	PPh Terutang
	Total PPh

	
	
	
	Lap 1
	Lap 2
	

	A
	37000
	855
	13,86
	180,02
	193,88

	B
	29275
	759
	15,55
	150,63
	166,18

	C
	31025
	923
	17,85
	195,05
	212,90

	D
	38800
	717
	11,09
	140,07
	151,16

	E
	32412
	802
	14,85
	160,82
	175,67


Sumber: data diolah
3.2.4 Perbandingan Perhitungan pajak terutang terhadap 5 responden WPOPPT menggunakan tarif OP VS  tarif WP Badan.

Tabel 5 : Perbandingan Total PPh
	R
	Total PPh dg Tarif OP
	Total PPh dg Tarif Badan
	Variance Efisien PPh

	A
	195,14
	193,88
	1,26

	B
	166,34
	166,18
	0,16

	C
	215,54
	212,90
	2,64

	D
	153,74
	151,16
	2,58

	E
	179,24
	175,67
	3,57

	Total Variance
	10,21


Sumber: data diolah
Berdasarkan hasil analisa kuantitatif berupa perhitungan perbandingan besarnya pajak terutang diatas terbukti bahwa adanya pengaruh manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan berupa efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang dimana untuk total variance PPh dengan tarif OP vs WP Badan sebagai berikut: untuk responden A sebesar 1,26, B sebesar 0,16, C sebesar 2,64, D sebesar 2,58 dan, E sebesar 3,57 
5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah dilakukan serta sesuai dengan tujuan penelitian maka diambil kesimpulan bahwa adanya pengaruh manajemen perpajakan (tax planning) melalui transisi status usaha dari WPOPPT ke WP Badan berupa efisiensi beban pajak penghasilan yang terutang, 
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